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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Keberadaan Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 (2) PMNA/KBPN 

Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi criteria ada atau tidaknya Haku Ulayat, 

dan di Kabupaten Kutai Barat criteria criteria tersebut sudah terlaksana 

ataupun sudah sesuai di lihat dari: 

a. Adanya Masyarakat Hukum Adat Suku Dayak Tunjung Benuaq, 

dimana di Kabupaten Kutai Barat diketahui ada beberapa suku Dayak 

yaitu Tunjung, Benuaq, Bahau, dan Kenyah.   

b. Adanya tanah ulayat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. Tanah ulayat digunakan untuk menanam tumbuh-

tumbuhan,pohon-pohon besara yang menghasilkan buah sehingga 

bias dinikmati bersama oleh para masyarakat Hukum Adat, pohon 

yang di maksud adalah pohon durian, pohon langsat, dan pohon 

kapul. Serta ada juga penggunaan tanah ulayat di luar dari masyarakat 

Hukum Adat yaitu seperti  kegiatan pertambangan, pertanian dan 

kegiatan upacar-upacar adat oleh masyarakat Suku Dayak Tunjung 

Benuaq 

c. Adanya hubungan hukum antara masyarakat Hukum Adat Suku 

dayak Tunjung Benuaq dengan tanah ukayat dalam hal penggunaan, 

penguasaan, dan pengurusan tanah ulayat yang dimiiki oleh 

persekutuan tersebut.  
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Hal ini telah sesuai dengan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 2 (2) 

PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian 

Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. 

     Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMNA/KBPN Nomor 5 Tahun 1999 itentukan 

bahwa harus dilakukan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat (tanah 

ulayat)  yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan 

mengikutsertakan para pakar Hukm adat dan masyarakat Hukum Adat dan 

instansi-instansi yang terkait di Kabupaten Kutai Barat belum terlaksana 

sebagaimana mestinya seperti dikatakan didalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

dikarenakan banyak factor yang menjadi ataupun dituangkan didalam peta, 

dan juga yang menjadi  hambatan untuk belum dilakukanya pendataan 

ataupun penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat di Kabupaten Kutai Barat 

adalah karena kurangnya perhatian atau gagasan yang mengarah kepada 

perlunya dilakukan penentuan dan penelitian tentang keberadaan Hak Ulayat 

(tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq.  

B. Saran 

          Agar Pemerintah Daerha Kabupaten Kutai Barat Provinsi 

Kalimantan Timur segera mungkin melakukan penelitian dan pendataan 

terhadap keberadaan Hak Ulayat (tanah ulayat) Suku Dayak Tunjung 

Benuaq di Kabupaten Kutai Barat dan uagar untuk tetap mendukung hak-

hak tradisisonal (Hak Ulayat pada umumnya tanah ulayat pada khusunya) 

agar tidak dilupakan keberadaanya dan agar tetap menjadi tanah  yang 

leluhur sebaiknya diberikan perhatian secara khusus seperti dibuat 
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peraturan aderah khusus mengenai Hak Ulayat (tanah ulayat). Hal ini 

dilakukan sebagai bentuk perwujudan dalam bentuk perwujudan dalam 

menghormati, menghargai, dan melestarikan keberadaan Hak Ulayat (tanah 

ulayat) Suku Dayak Tunjung Benuaq di kabupaten Kutai Barat Provinsi 

Kalimantan Timur. 
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